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ABSTRAK

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan
rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat
sebagai pemegang kekmasaan tertinggi dalam melaksanaan pemerintahan suatu
Negara. Demok(z h g 1 g mengandaikan bahwa
kekuasaan i ah,da @m g ag Dasar 1945 Pasal
: *n% ? uatu lembaga
e arsifat nac iri. Lembaga
andiri disebut

penelitian
tugas dan an kepala daerah
panflemi Covid-19, dan
ﬂ] han kepala daerah
i Covid-19.
ini adalah  jenis
penelitian ¢ I3 lokasi penelitian
‘ luh Kota Provinsi

dilakukan d
ﬁ' deskriptif kualitatif,

yaitu setelah f@éta M | 3 - % k uraian logis dan
sistematis, seldR nalisis ?‘3‘!- ‘d enyelesaian masalah,
kemudian ditafik ke a deduki « at umum menuju hal
~H"' ewenangan KPU dalam
sadaimasa pandemi Covid-19 di
Kabupaten Lima Pu ; Pagadrequlasi yaitu undang-undang
maupun berbagai perat® - dan telah menerapkan protokol
enyelenggarakan pemilihan kepala
daerah serentak pada masa pande 9 di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah
bertambahnya anggaran dalam menyelenggarakan pilkada, berubahnya pola
sosialisasi serta adanya pembatasan ruang gerak, faktor cuaca dan letak geografis,
infrasturktur jaringan internet yang berbeda-beda disetiap daerah dan kurangnya

fasilitas operasional sehingga kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima
Puluh Kota menjadi kurang maksimal.

Kata Kunci: KPU, Pilkada Serentak, Covid-19
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ABSTRACT

Democracy is a concept of government that is identical to the people's
sovereignty. In the concept of democratic government, the people are the highest

glections in 2020 in
hat are the obstacles

authorities
Lima Pulu

faced by t Itaneous regional
head electi ing the Covid-19
pandemic.

The : | L arch that combines
normative |13l ervat ne locatie ¢ 5 carried out at the

General Elec mmissi . : eSt Sumatra Province.

collected, it i a 109 tic description, then
analyzed to gaiclusions are drawn
deductively, na

holding simulta id-19 pandemic in the
Lima Puluh Kota ; | namely laws and various
general election conmiiss plemented health protocols. The
obstacles faced by the KW 0 BliarBews” regional head elections during

for holding the regional electionS; € ocialization patterns and restrictions on
space for movement, weather factors and geographical location, and the different
internet network infrastructure. In each region and the lack of operational facilities so
that the activities carried out by the Lima Puluh Kota Regency general election
commission are less than optimal.

Keywords : General Election Commissions (KPU), Simultaneous Elections,
Covid-19

Xi
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Bagi setiap negara yang yatakan dirinya sebagai negara demokrasi,
pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dan yang harus ada di
dalamnya. Pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dari adanya sebuah pemilu karena itu

merupakan wujud paling nyata dari sebuah pelaksanaan demokrasi. Pemilihan umum

dijadikan sebagai sarana untuk masyarakat dalam menentukan pemerintahan ini
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bermakna bahwa demokrasi itu pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat itu
sendiri. Partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan merupakan tanda bahwa

kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan pemilu bisa dibilang merupakan wujud

paling nyata dati i D, 1945 mengatur tentang

“‘ .Q s eruang dalam
Nomor 3 secara berkala
lima tahurisekz . : Y an pemilu untuk
memilih a , d) yang menjadi
peserta pe ang penyelenggara

pemilu. (Ga

pemilu. M ) 10 | ang _ﬂ enyatakan bahwa

penyelengg emilinan erdiri da isi an Umum, Badan

ketentuannya diatur didalam UU No 7 Tahun 2017. (Saleh, 2017: 24). KPU terdiri
atas beberapa bagian lagi yakni KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

Diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 berarti ini merupakan

pelakasanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
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Pasal 201 ayat 6 berbunyi “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil

pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020”. (Undang-

gan dua kasus,
1.528 kaSus te - an. Meliha perti ini dengan

219 di Indonesia

dikarenak 3 ' ' erak JE enyelenggarakan
pemilihan sesudiy deng? 2 peftlen tertuang dalam
undang-und3

waktu. Lem

Presiden dan DPR, untuk itu perlu dirfasa kepala daerah melakukan penataan ulang
tempat dana pilkada 2020 yang belum terpakai di gunakan untuk peanganan covid-
19, dan agar sesegera mungkin pemerintah membentuk sebuah peraturan supaya ada

kepastian hukum yang jelas.
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Dalam konteks wabah penyakit pengendalian penyebaran covid-19 sebagai
bencana nasional, pelaksanaan Pilkada perlu ditunda sebagai langkah kebijakan yang

diambil di tingkat pusat dan daerah untu menekan penyebaran covid-19, yang

ovid-19 belum berakhir

pilkada serghta da dengsz G loglor 2 Tahun 2020
Tentang Perlibal atige 5 Jndang-Undz ¢ un 2015 Tentang
PERPPU NOR ahun 2014 Tentang Pernilinan Gubernui,.Bupati, dan Walikota
Menjadi Ungé ~ | : 09 Desgmber 2020 akan di
laksanakan i : , i wilayah Indonesia

termasuk di aya 4 akukan dengan cara

mengalami peningkatan. Pilkada serentak ini memang harus tetap diselenggarakan
namun tentunya dengan protocol kesehatan yang ketat.

Perkembangan persiapan Pilkada serentak 2020 yang dipastikan digelar di
masa pandemi covid-19 dipastikan berdampak besar terhadap terselenggaranya

Pilkada serentak 2020, dengan dikeluarkan nya PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang
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Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diadakan saat pandemi covid-19,
peraturan KPU ini telah diundangkan dan didalamnya berisi tentang kewajiban
penerapan protocol kesehatan pada penyelenggaraan pilkada 2020. Ketentuan ini

berlaku secara um 2 ai at Pusat, KPU Provinsi,

P ‘ ota yang telah
al

lengan sendirinya

usus tentang APD

AR5 AL G,

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 vyang
dilaksanakan di masa pandemi covid-19 khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota
diberlakukan pembatasan jumlah peserta, yang awalnya 800/TPS menjadi 500/TPS

dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS itu semuanya harus menggunakan
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protocol kesehatan. Kemudian dari segi pertemuan-pertemuan (sosialisasi) dahulu
tidak ada pembatasan terhadap jumlah kerumunan orang yang akan mengikuti

sosialiasi, kalau sekarang jumlah kerumunan dibatasi hanya boleh mengumpulkan

N
=
3
@
="
>
o
©
=
5
©

dan itu har

kegiatan h

sanitizer,

AN AENATY
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, 'ﬂé : n 2020 Di Kabupaten

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimana tugas dan kewenangan KPU dalam meyelenggarakan

pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh

Kota di masa pandemi covid-19?

elenggarakan pemilihan

‘ ‘ ?‘!\“‘ .&a Puluh Kota di

QQ““

2. Manfaat dari adanya | flapat dibagi menjadi dua aspek yaitu
secara teoritis dan praktik, sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
1) Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat dan dapat memperluas ilmu

pengetahuan dengan memberikan argumentasi terkait tugas dan
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kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah

serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi

covid-19.

0é dapat digunakan sebagai
““‘ .’é )elajarinya serta

‘ kendala yang
kepala daerah

di masa pandemi

pagai  sumbangan

k mengembangkan

semua pihak yang terKait dalam memahami tentang kendala yang
dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah
serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi

covid-19.
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D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Secara bahasa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi

inggi dalam artian
an dan melindungi

penjelasan terkait

yang dari, oleh, dan untuk rakyat sendiri. Yang mana artinya ialah kekuasaan
pemerintahan sebuah negara itu diamanatkan oleh rakyat kepada pemerintah
untuk dijalankan kepemerintahan tersebut yang mana nantinya akan

menghasilkan kebijakan-kebijakna yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai
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dengan kehendak rakyat sehingga mencipataikan yang namanya kesejahteraan
rakyat.

Demokrasi dalam pelaksanaan nya itu harus memuat kurang lebih

prinsip yang ma 9613 ar _\wajib  dife an yaitu, terdapat nya
um, terdapat

‘.-_Ef prinsip bahwa
=)

H pebas untuk hal

demokrasi.
a. Diakui | aSedengan tidak mengenyampingkan hak
minoritas

b. Tidak menjadikan hak mayoritas sebagai hal yang absolut
c. Setiap dihadapkan dengan sebuah persoalan maka harus diselesaikan
dengan cara musyawarah baik itu kehendak minoritas maupun

mayoritas sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang lebih baik

10
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d. Dalam hal kepercayaan dan keyakinan tidak ada unsur keterpaksaan

e. Adanya jaminan bebas dalam mengutarakan pendapat

f. Musyawarah mengantarkan kepada tidak ditemukannya pertikaian

e. Setiap para aktivis politik diberikan hak untuk mengadakan
kampanye agar mendapatkan dukungan dari masyarakat
f. Sumber informasi bisa didapatkan secara luas

g. Prinsip pemilihan harus berdasarkan atas kebebasan dan kejujuran

11
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h. Setiap intansi diwajibkan untuk mengeluarkan kebijakan. (AL-
Khawarizmi, 2010).

Dari sekian prinsip yang telah disebutkan diatas, terlihat bahwasanya

negara Indone merujuk beberapa prinsip

““l““ .fao gmilihan umum

layani masyarakat,
jalannya sebuah

ekanisme ini begitu

dan untuk rakyat. Alasannya “suara rakyat” dijadikan sebagai sumber utama
dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan.
2. Teori Konstitusi

Secara umum Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem

ketatanegaraan sebuah negara. Secara bahasa, istilah konstitusi ini berasal dari

12
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bahasa latin “constitution atau constituere” artinya “dasar susunan badan”, dan

menurut bahasa Prancis itu disebut sebagai “constituer” artinya “membentuk”.

(Marwan, 2018: 11).

konstitusi. Dengan demikian pada umumnya konstitusi itu memiliki beberapa
tujuan diantaranya yaitu:
a. Kekuasaan politik itu harus di awasi dan dibatasi.

b. Penguasa diberi batasan dalam hal kekuasaan.
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Fungsi konstitusi yang dikatakan oleh Komisi Konstitusi MPR RI,
sebagai berikut:

a. Sebagai dasar hukum suatu negara konstitusi memuat perjanjian

' i ‘ h.hal berpolitik, tentang
‘ ‘ ! \\“ .9. kesejahteraan

sebuah negara

h. Terjaminnya keabsahan suatu negara mempunyai kekuasaan itu ada
pada sebuah konstitusi.

i. Konstitusi menjadikan wakil rakyat sebagai sarana penyaluran
kewenangan dalam  berpartisipasi untuk  menyelenggarakan

kepemerintahan

14
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J. ldentitas sebuah negara bergantung pada konstitusi nya
k. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pusat upacara

(Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2004: 12).

us ditetapkan

Jian tugas harus
stitusi di negara
mulai dari UUD

akhirnya kembali

dan pembentukan pemerintahan. (Gaffar, 2013: 36). Pemilu adalah sebuah cara
untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan
dilaksankaan secara demokratis. Pemilihan umum ini sangat penting bagi rakyat
karena melalui pemilihan umum ini adalah sarana pelakasana kedaulatan rakyat

dimana rakyat memilih wakil rakyat yang dilaksanakan secara demokratis.
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Dengan demikian bisa diartikan jika negara itu menganut sistem demokrasi
berarti pemilu memang harus dilaksanakan. Tujuan dari diselenggarakannya

pemilu ini ada empat, antara lain:

intahan secara tertib dan

endiri menjadikan
emokrasi. Undang-
al 22E merupakan

dasar dari-jpent | pem a di Indonesia yang

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD)
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(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

isi pemilihan

diatur dengan

sekali pemilihan umum harus dilakukan hal ini bermakna pemilihan umum itu
dilaksanakan secara berkala. Dilaksanakan secara berkala karena mempunyai
fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Proses

pelaksanaan pergantian kekuasaan secara damai yang dilakssanakan secara

berkala itu harus ada kondisi yang mendukung, yakni:
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1. Terdapat peraturan yang mengatur mengenai pemilu dalam sebuah
pengadilan yang sifatnya independen

2. Dalam menjalankan pemilu maka sebuah lembaga administrasi itu

dalah pemilu yang

dilaksanaka ar ala d Se Q prinsip langsung,

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan.
Kewenangan adalah hak dimana seseorang dapat melakukan perintah kepada

orang lain demi tercapainya sebuah tujuan tertentu.
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Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut KPU adalah suatu lembaga
penyelenggara pemilu yang mana di dalam menjalankan tugas dan kewenangan nya

harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri di dalam hal melaksanakan pemilu.

langsung olel*pe uk da empat y | SNy g,i an ketentuan yang

diatur oleh

&

o

,ﬁq@‘

adalah sebagai berikut:

|

1. Jenis dan sifat penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan dua metode
penelitian yaitu metode penelitian hukum normative dan metode penelitian

observasi. Metode penelitian Hukum Normatif yaitu metode pengumpulan
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data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta
tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. (Soekanto dan Mamudiji,

2003: 23). Metode penelitian Observational Research yaitu metode

N_Skiie va n langsung ke lokasi
Wt )

R‘} ol @ I wawancara,

iS memberikan

gasptan Kewenangan

Serentak Tahun

id-19.

masa pandemi covid-19, untuk itu penulis tertarik untuk lebih mengetahui
bagaimana tugas dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pilkada

serentak tahun 2020 si masa pandemi covid-19.
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3. Sampel dan Responden

Yang dimaksud dengan sampel suatu bagian dari keseluruhan serta

karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Yang menjadi sampel

Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi

Covid-19.
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4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam mempelajari, membahas

dan meneliti penelitian yang dilakukan ini yaitu:

per dari  suatu

langsung dari

informan. Data
adalah tergolong

KPU Kabupaten

1945;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

n Wakil Gubernur,
ota dan Wakil Wali

1l Bencana NonAlam

melakukan wawancara atau tanya jawab kepada responden atau narasumber.
6. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang

diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian kata-kata kemudian setelah
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mengumpulkan dan mencatat sehingga data tersebut menjadi hasil dari objek
penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek

penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek

doman wawancara dan
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Gambaran UmumsKabupaten Lima Puluh Kotg

g dari Pariangan
ng Sago. Mereka

nuju Tabek Patah,

a. Luhak yang meliputi pemerintahan lareh nan bunta dengan
bagiannya ialah: Simalanggang Hilir sampai ke Taram dalam daerah
Luhak ini termasuk: Suayan, Sungai Balantiak, Sariak Laweh,

Tambun ijuak, Koto Tangah, Batu Hampa, Durian Gadang, Babali,
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Koto Tinggi, Air Tabik, Sei Kamuyang, Situjuah, Limbukan, Padang
karambia, Sicincin, Aur Kuning, Tiaka, Payobasuang, Mungo,

Taram, Bukik Limbuku, Batu Balang dan Koto Nan Gadang.

' i Batang Sinamar sehingga

““‘ .Q@ ag Tinggi dan
g, Koto Laweh,
Talago, Sungai
Piobang Sungai

ak, Harau, Solok

hilir ke mudiknya
t Tebing Tinggi,

rau dan Labuah

Sitanang Muaro Lakin, dengan batas barih babaleh Luhak Limo Puluh terletak
dari Sialang Balantak Basi Sampai ke Si Saut Sungai Rimbang, hilirnya Sipisak
Pisau Hanyut. Dari Durian di Takuak Rajo sampai ke Silukah Pinang Tungga.

Dari Pinang Mancuang Hilir, sampai ke Gunung Sailan Mudik.

26



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Keputusan mufakat di balai Koto Tinggi juga melahirkan Kunci Pasak
Luhak Limopuluah. Masing-masing kucni pasak mengandung fungsi dan peranan

yang sifatnya menjaga-jaga.

Luhak Limopuluah yang akan membuat malapetaka. Pangulu

kebesarannya adalah Dt. Sinaro Garang, dengan dubalangnya
Malendo Gadang Tulang, dengan pengawalnya si Manguncang

Alam.
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c. Pasak Hulu bernama Kungkuang Parangkok di Koto Laweh,
berguna menghambat untuk musuh dari luar yang dating melalui Rao

Simalungun orang yang liat jangat, orang tebal kulit, orang yang

dah di Pandam
afly yang menguasai
gga Sungai Siriah

gketa yang dating

. Pasak Jalujua bernama Pamuncak Adat di Situjuah, fungsinya
adalah apabila ada aturan adat dan limbago ataupun titah dari Basa
Ampek Balai dimana kalau baik hutang memakai, kalau enak hutang
memakan, jika elok hutang membenarkan, jika buruk hutang

membuang. Andai datang sudi siasat dari daulat yang dipertuan, agar
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tegak tidak tersundak, kalau melenggang tidak terpampeh, agar tidak
rusak Lihak Limopuluah. Pangulu pasak jalujua adalah Dt. Munsahik

dengan dubalangnya Dt. Sipado Nyalo, pengawalnya Sati Dirajo.

Kampar Provinsi Riau

(limapuluhkotakab.go.I0

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020
sebanyak 383.525 jiwa, dengan rincian 191.736 jiwa penduduk laki-laki dan
191.789 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,97

persen. Kalau dilihat dari jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh kota
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yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 383.525 jiwa

tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah 4.855 jiwa. Kecamatan

yang paling tinggi rata-ratanya adalah Kecamatan Guguak dengna jumlah 7.176

perubahan politik mengenai pola™dan arah kebijakan public, dan atau mengenai
sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodic dan tertib.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau
seringkali disebut Pilkada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala

Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan
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lajunya pola pemerintahan. Jabatan politik berarti bawah kepala daerah
menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat

atau public, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala

Daerah harus

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
secara langsung dan demokratis.

Kepala Daerah adalah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan
memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus

daerah otonomnya masing-masing sesuai dengan asas desentralisasi yaitu
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Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk
Kota. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa

perubahan besar pada system ketetanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan ini

terkait dengan 8 ayat (4) UUD 1945

‘ ‘ \RH““ .’a ebagai Kepala

kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam
demokratisasi local, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat

pemerintahan secara vertical. (Aminah, 2014: 92)
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2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering

disebut Pilkada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka

dan merupakan suatu

‘ ‘ N\"@\“ .’a i daerah adalah

perwujudan dari
2017 disebutkan

berdasarkan asas

menentu , A gung fjawab. dari pagai alat kenegaraan,
Undang- C 5 juga atas®fPatas berbagai pusat

kekuasaan

bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara
pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus

diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),
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Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi
Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tentang Pemerintahan

SVt 'o,

enetapan Peraturan
r 2 Tahun 2020

Nomor 1 Tahun

Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2017

34



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan

Jpati dan Wakil Bupati,

‘\nn\‘ "

Wakil Walikota

AL

am Corona Virus

3. Peld

hateS LU LY

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.
(Yuniarto, 2020).

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemilihan kepala daerah

kembali dilakukan secara langsung dan serentak. Beberapa tahun sebelumnya
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pelaksanaan pilkada dilakukan serentak namun belum tentu pada bulan dan
tanggal yang sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah mengalami

empat kali perubahan dan pembaharuan. Pembaharuan pertama melalui Undang-

setiap pekan dilaksanakan
Indonesia, yang dapat
mengakibatkan gejolak yang dapat dipicu oleh beberapa faktor. Dalam rangka
untuk meminimalisir potensi konflik sosial dan gejolak politik, pemerintah dan
DPR membuat kesepakatan untuk menyelenggarakan pilkada langsung secara
serentak yang dapat diharapkan terlaksana secara nasional pada tahun 2024

mendatang.
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Selain meminimalkan biaya, pilkada yang dilakukan secara serentak
diharapkan lebih efisien dari segi biaya atau waktu. Dalam pelaksanaan pilkada

dibutuhkan biaya yang cukup besar, dimana APBD tersedot untuk keperluan

afigat banyak, maka

onsekuensi bentuk

Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar
dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai
kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan
rakyat, sebab mandate yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga

negara yang dijamin konstitusi.
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Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus

tetap berpe 0 | iD-[ : Dini daerah yang diatur di

SNyt W,

a. Pilkada langsung mertpakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat
karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan

secara langsung
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b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-

Undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing

sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Pilkada langsung adalah suatu bentuk jawaban atas keinginan rakyat,
pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujuadan konstitusi dan UUD

NRI 1945. Kemudian pemilihan kepala daerah langsung sarana pembelajaran
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demokrasi (politik). Pilakada merupakan sarana pembelajaran yang menerapkan
demokrasi bagi masyarakat, diharapkan masyarakata dapat membentuk

pemahaman bersama seluruh warga Negara menyadari pentingnya memilih

Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh
kekuatan-kekuatan politik local melainkan juga memilki hubungan sinergis
dengan pemerintahan pusat. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik apabila

semua elemen eksekutif, legislative, dan partai politik, local dan nasional
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membangun komunikasi dialogis yang konstruktif dalam mekanisme check and
balance sejalan dengan semangat demokrasi.

Dari segi politik birokrasi, pilkada serentak menciptakan siklus masa

bakti yang ‘ e KONiSi__iiid . odal penting dalam

terfokus, dan

»” iy 1
t_* encari pemimpin yang
o

berinte( ar aspiras yat, dan mengenal

potensi
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uktur Organisasi KPU Kabupaten

Komisi Pemilihan Umurr
Lima Puluh Kota

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Negara yang
menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum

yang diselenggarakan olen KPU meliputi pemilihan lembaga eksekutif, lembaga
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legislative serta pemilukada. Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara
rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi,

pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel dimata rakyat maupun

paten/kota yang
camatan dibentuk
panitia Pek cecamatan (PPK), diti A pfatau sebutan lainnya

dibentuK¥Pamiti ' Aré gl Pemungutan Suara

orang; dan KPU Kabupaten/Kota Sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh
anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai

hak suara yang sama.
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Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi UUD NRI

Tahun 1945. Karena itu disebut sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan

bagian institusi negara yang ada dan tidak bergantung pada lembaga negara
lainnya, independensi fungsional maksudnya adalah KPU tidak boleh dicampuri

atau diperintah oleh pihak manapun yang melaksanakan Pemilu, independensi
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personal adalah bahwa KPU harus jujur, imprasial, kapasita, dan kapabilitas.
(Marzuki, 2008: 399-400).

Sifat independensi telah dituangkan di dalam beberapa pasal yang

terdapat di Ug ama dalam Pasal 15 Ayat

v

‘ gasnya harus
IL" enyelenggaraan
fol

‘;‘ (3) bahwa ketua

@BgDa lain. (Marzuki,

epat hal : pertama,
pgasian kedaulatan
ksekutif yang akan
a, pemilihan umum
pusat atau daerah.

politik secara teratur

Di dalam suatu instansi, manajemen mempunyai hubungan yang erat
dengan organisasi. Setiap organisasi harus mempunyai manajemen agar dapat
secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu maka

diperlukan struktur organisasi yang merupakan suatu alat manajemen dalam

mencapai tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan baik.
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Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini
memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi
Negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-

Undang terse

@Un . .
St

<
r K

i
N @

or 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu Pasal 10 telah diatur tentang Tugas, Wewenang dan
Kewajiban KPU Kota Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk lebih mengefektifkan
kerja KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan
KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
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diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, maka dibentuk alat
kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai

dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan

DI disay yepepe fup udwnyo(q

nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

Sosialisai, Pendidikan Pemilih,

Partisipasi. Dan SDM

Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan

tugas-tugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk Sekretariat KPU
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Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam
melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dibantu

oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masing-masingnya mengepalai satu

bukti ilmiah, Covid-19 dapat menul@dari manusia ke manusia melalui percikan
batuk/bersin (droplet). Orang yang paling beresiko tertular penyakut ini adalah orang
yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19.

Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 termasuk gejala gangguan

pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata
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adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus
yang parah, Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut,

gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Rrovinsi huebi ditemukan

Covid-19 perta ali dilaporka 3 patla tanggal 2 Maret
2020. Tan
pernapasan

6 hari atau¥'palin ' Jsaat Aini masih menjadi

Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian.
WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan
pemerintah dalam menghadapi pandemic Covid-19 pada tanggal 26 Maret, yang

terdiri dari Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapakan

system untuk dengan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan
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kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan

coronavirus; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan Refokus

langkah pemerintah untuk menekan virus.

QJF ast Respiratory
ol _
) ﬂ cute Respiratory
an pada manusia
dan menyelahk 2nyal id-19 disebabkan

oleh SARS N 12 < itk BSar Coronavirus yang

diberlakukannya social distancing.

Untuk menanggulangi antisipasi dari virus ini, ada berbagai rangkaian
regulasi yang mengatur tentang upaya perlindungan dan pencegahan penyakit

menular yaitu :
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1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

‘g"
== |2
2
A~
D
3
=
!

aNAy

Undang N

merupakan

“RAEN
:

(Palilingan, e | g NMomor 6 Tahun 2018

T

menenakn laju virus agar tidak semakin meluas, seperti pemberlakuan kebijakan
social distancing atau physical distancing serta Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Namun tidak efektif dan justru menambah penyebaran virus dikarenakan
tidak diperbolehkan keluar rumah dan kebutuhan sehari-hari pun tidak terpenuhi.

Menurut pakar hokum apabila pemerintah menerapkan Undang-Undang
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Kekarantinaan Kesehatan, dengan menerapkan karantina wilayah, masyarakat kecil
dengan penghasilan harian atau sector informal tidak perlu khawatir dengan

kebutuhan sehari-hari karena segala kebutuhan akan menjadi tanggung jawab

ey ““\\“ D

ah bagi pemerintah, tetapi

& a Pasal 78 Ayat

dari anggaran

dimaksud demga : , sehata ' Daya “ ah dan menangkal
keluar atau masyarakat yang
berpotensi Sedangkan yang
dimaksud ka BEMbatasan penduduk

dalam suatu isinya yang diduga
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BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan
Daerah

akan Pemilihan Kepala

gan mandiri dalam
Jara pemilu diatur
sebagai lembaga
sebagai lembaga
ung jawab sesuali

dengan per g ane ‘i ale alepenyelenggaraan seluruh

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 KPU mempunyai
tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 meliputi:
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a. Merencanakan program dan anggaran
b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota

c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

ihan Bup a dengan memperhatikan

S L

alikota sesuai dengan

memperhatikan

disiapkan dan diserahkan Oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

terakhir:

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakya, Dewan
Perwakilan Daerah, dan DPRD

2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan
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3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya
sebagai daftar pemilih

i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan

. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui
Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota

atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
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g. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan

pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

ahapan penyelenggaraan

‘ ‘ ‘Q““ .e 4‘ a/Kota dan/atau

Salah satu dari tugas KPU “dalam menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah yaitu melaksaanakan sosialisasi. Sebelum dilaksanakannya pemilihan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan sosialisasi dalam

menerapkan menerapkan protocol kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Lima
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Puluh Kota. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat

mematuhi protocol kesehatan pada saat pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Selanjutnya Tahapan Pemyelenggaraan meliputi:
1. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta

pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota
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2. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon

Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota

LS\ )

n \Wakil Gubernur, Calon

& ‘ an Calon Wakil

maksimal untuk mengatur jalannya pémilihan kepala daerah serentak tahun 2020.
Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 yang didalamnya
berisi tentang kewajiban menerapkan protocol kesehatan pada penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah tahun 2020.
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Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak

Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali akan jika pada sebagian

‘ ‘ ‘Q““ .Q@ b, atau seluruh

(Supriyadi, 2020: 494-495).Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 dikatakan bahwa: “Pemilihan
serentak lanjutan dilaksanakan dengan protocol kesehatan pencegahan dan

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan
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kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan
seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan”.

Penerapan protocol kesehatan wuntuk Pemilihan Serentak Lanjutan

dikelompokkan be ark gla.fitik Kritis4ae ara pna Virus Disease 2019
(COVIR
elghpgara Pemilihan
erkait lainnya.
lah tertentu yang

paten/Kota, PPK,

erlengkapan secara

berupa rapat pleno

asi, dan/atau kegiatan

Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan harus memerhatikan hal-hal seperti, anggota
yang bertugas harus mengenakan alat pelindung diri berupa masker, tatap muka yang
secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar pihak,
menyediakan  handsanitizerr.  Selanjutnya untuk kegitaan yang Dbersifat

mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu harus dilakukan dengan protocol
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kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagai berikut, terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan

mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling

kurang 1 (satu) 0 ‘ ‘ dir wajib menggunakan
Maannn '0‘

an karena itu

merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia. Karena,
momentum politik seperti pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak
konstitusional seluruh warga Negara.

KPU telah merancang Peraturan KPU tentang penyelenggaraan pilkada 2020

di tengah pandemi covid-19. Protocol kesehatan itu berlaku bagi para petugas
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penyelenggara seperti menggunakan pakaian alat pelindung diri (APD), masker, face
shield, dan hand sanitizer, kemudian dalam pelaksanaan tahapanya seperti menjaga

jarak dan meminimalisir kerumunan.

mic covid-19 bagi KPU,

‘1“‘ .Qg pakan momen

s ujian tersendiri

bagi KPU d ﬁ’ enghadirkan pe ] an bermartabat.

| yang mengalami
PEtugas KPU setiap

kegiatan, ke ‘fﬂ' rapid te E NEMIS jarak, pengaturan

buh bagi pemilih,

Kabupaten agar bisa terkontrol dan fidak melanggar aturan. Dimasa pandemi ini,
logistik yang perlu disediakan bukan hanya alat peraga untuk keperluan pencoblosan.
Kelengkapan standar protocol kesehatan juga wajib ada untuk memberi jaminan tidak

terjadi kluster baru.
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Dalam menentukan tugas dan kewenangan KPU tentunya dengan
memperhatikan tahapan-tahapan kerja yang telah terstruktur yaitu persiapan,

pelaksanaan dan penyelesaian sengketa.

genai persiapan

salah seorang

Hal yang pertama kali harus dipersiapkan adalah mengenai
Perencanaan Program dan Anggaran karena berbeda dari tahun-tahun
sebelumnya pelaksanaan pilkada kali ini dilaksanakan ditengah masa
pandemi covid-19. Tentu hal ini penyelenggaraan pilkada serentak tahun

2020 dilaksanakan sesuai dengan protocol kesehatan, yang mana KPU
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dengan sendirinya menganggarkan khusus tentang hal pengadaan APD
covid-19. Yang dimaksud dengan mengadakan penganggaran APD vyaitu

mulai dari pengadaan masker, pelindung wajah, hand sanitizer, thermogun

agh2019. Selanjutnya
afen 2020 kemudian
jumlah anggaran

enuhan kebutuhan

ayung hukumnya. Amfreizer, salah
seorang anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa: “ KPU
Kabupaten Lima Puluh Kota telah membuat persiapan yang matang dalam
pesta demokrasi rakyat yaitu Pilkada, dimana kami membuat peraturan

dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan lain-lain agar pemilu berjalan
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sesuai amanah konstitusi dan tetap mematuhi protocol kesehatan.”
(Amfreizer)

KPU sebagai pemangku amanah yang dipercayakan untuk

menyeleg dengan tahapan-tahapan

“,u ‘ ‘ “\\“ .VP@ ‘ esuai dengan

o
ol
ﬂf Puluh Kota Ketua
&
&5

Nasyarakat, dan SDM

g katnya partisipasi
ﬁ epada masyarakat.
20 ang dilakukan
o BEke

0si sasi lan i
0 gsung seperti
Ly

5 Lo8School maupun dengan

Ua Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sdm, suksesnya pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota ditandai dengan

meningkatnya dan tingginya partisipasi pemilih dalam pemungutan suara.

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini kehadiran pemilih di TPS
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mencapai 62,86% dari jumlah DPT. Angka tersebut naik 1.88% dari
Pemilihan Serentak 2015.

Sosialisasi yang dilakukan pada pemilihan pilkada serentak tahun

Lanjutan Dalam
2019 (Covid-19).

dan Pihak terkait,

social. Sosialisasi tatap muka dilakukan dengan turun langsung ke lapangan
artinya sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang masyarakat untuk
datang ke KPU namun dengan syarat tetap mematuhi protocol kesehatan.

Jumlah peserta sosialisasi yang hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi

dibatasi hanya boleh mengumpulkan masa 1/3 dari kapsitas ruangan

65



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

misalnya kapasitas ruangan itu 100 orang maka yang hanya boleh ikut 30
orang, hal ini tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya

sosialisasi tidak tatap muka artinya KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

sasi Pemilihan Serentak
juan menyasar
ormasi melalui
alam pemilihan,
a Puluh Kota itu
Youtube. Selain

Lima Puluh Kota

digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi seperti MinangNews.com,
Beritasumbar.com.
Rina Fitri selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

menambahkan, mengenai hal tahapan persiapan KPU Kabupaten Lima Puluh

Kota membentuk badan penyelenggara ad hoc, karena suksesnya
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penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 tidak terlepas dari

penyelenggara Ad hoc. Hal yang utama dilakukan oleh KPU Kabupaten

Lima Puluh Kota yaitu merekrut petugas Ad hoc mulai dari Panitian

SPPDP dan KPPS,
berjenjang. Pada
kesehatan dengan
mencuci tangan,

gabaikan protocol

Fitri,
bahwa: “untuk melg@nBackamy kegiat@n™pendaftaran dan calon ini, KPU
Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk kelompok kerja (Pokja)
pendaftaran dan penetapan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati

Lima Puluh Kota Tahun 2020, masa kerja pokja selama 2 (dua) bulan yaitu

pada bulan Agustus dan September Tahun 2020, yang ditetapkan melalui SK
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KPU  Kabupaten Lima Puluh Kota  Nomor: 197/Hk.03.1-

Kpt/1307/Kpu.Kab/V11/2020.” (Rina Fitri).

Pendaftaran pasangan calon diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun

Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020.
6. Penetapan Daerah Pemilihan
Daerah Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota ada sebanyak 13

Kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut datanya:
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Tabel 111.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota

Z
o

Jumlah | Jumlah Jumlah Pemilih
Kecamatan Nagari | TPS L P L+P

Suliki 5.571 | 10.853

25.733

25.321
19.526
36.089
20.294

19.724

10.012

OO N OB W N

27.786

[EEN
o

16.225

18.865

17.210

20.574

268.212

7. Logistik Pemilu

Wawancara penulis dengan informan mengenai logistic pemilu
sebagaimana dikemukakan oleh Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga

bahwa: “Salah satu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan
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Serentak Tahun 2020 adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan pemilihan. Alat

perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Serentak kali ini berbeda dengan

lan pendistribusian
Pasal 78 ayat (6)
bagaimana dimaksud

harus suga ka_Bemungutan Suara paling

pemungutan suara dilakukan™ oleh secretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (8) menyatakan bahwa dalam
pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Hal yang paling penting dalam pendistribusian perlengkapan

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh
Kota sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah
Tangga. Pemenuhan alat perlengkapan TPS yang sesuai dengan prinsip tepat
jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat kualitas, dan efisien

dapat dicapai dengan kerjasama yang baik. Perencanaan waktu penyusunan
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alat kelengkapan ke dalam kotak, termasuk perencanaan distribusi harus
menjadi pertimbangan kegiatan. Apalagi saat ini ada tambahan pengadaan

Alat Pelindung Diri (APD) untuk pemenuhan kebutuhan TPS di masa

g melalui tender sebagai

\“‘ .’é distribusikan ke

Barang logistic Pemilihan yang akan disalurkan ke tingkat PPK,
PPS dan KPPS harus dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu.
PPK, PPS, dan KPPS yang menerima barang logistic harus menggunakan
alat pelindung diri, atau minimalnya mengenakan masker. Dalam melakukan

pencatatan dan menandatangani dokumen penerimaan diwajibkan
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menggunakan alat tulis masing-masing. Setelah selesai melakukan proses
penyaluran di tingkat PPK, PPS dan KPPS, petugas diharuskan mencuci

tangan dengan memakai sabun cair. Sedangkan penyaluran dari PPS ke tiap-

f anyak 797 Tempat
” an 13 Kecamatan.
‘. gan 1.594 petugas

pelaksanaan penghitungan suara pada Pemilihan Tahun Serentak 2020.
Dalam pembuatan TPS, lokasi dan denah TPS haruslah sesuai

dengan aturan berlaku dan juga menerapkan protocol Covid-19. KPPS harus
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membuat TPS di lokasi yang mudah diakses oleh semua orang juga pemilih
disabilitas.

Adapun rangkaian kegiatan pemungutan suara dimulai dari

ng memonitoring

antau situasi TPS

dilakukan pula pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman
atau website KPU oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dimulai sejak 9
Desember 2020 hingga 15 Desember 2020. Pengumuman hasil penghitungan
suara TPS oleh PPS di nagari dilakukan pada tanggal 9 Desember hingga 15

Desember 2020. Seterusnya penyampaian hasil penghitungan suara di TPS
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oleh PPS kepada PPK dimulai sejak tanggal 9 Desember hingga 11

Desember 2020.

9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

patel Rjang dan tetap
<>
eme ; ane agildilakukan mulai

ngkat kecamatan

rekapitulasi pada

Wawancara dengan divisi hukum KPU Kabupaten Lima Puluh
Kota: “setelah dilakukannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara
pada tanggal 17 Desember 2020, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 515/HK.03.1-

Kpt/1307/KPU-Kab/X11/2020.  Namun  setelah  keputusan tersebut
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dikeluarkan ada satu pasangan calon yang tidak menerima hasil pemilihan.
Pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas Darman Sahladi dan Maskar M. Dt

Pobo mengajukan permohonan gugatan ke MK yang diregister dengan

/20

<>“Vnpunatt)

&@‘ ailihan  Umum

A\ 7 .

)
D
>

R
156 Ha ghitungan Suara

1 2020 tersebut.”
luh Kota sudah
anggaran maupun

erta pelatihan yang

et et

,_-“-'

ing maupun secara

A

Konstitusi.

Nomor: 109/PHP.BUP-
X1X/2021, dengan pokok perKara PHP Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020
diputuskan dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 16 Februari 2021
dengan amar putusan: Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat

Diterima.
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Dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lima Puluh Kota nomor: 515/H.K.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X11/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati

19 yang merupakan suatu bencana non-alam. Tentunya, dengan Pilkada serentak
2020 akan berbeda dengan pilkada sebelumnya, jika Pilkada yang dilakukan dalam
kondisi normal saja masih mengalami kendala, Pilkada ditengah pandemi akan

mengalami berbagai kendala tersendiri dalam pelaksanaannya.
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Pada umumnya kendala yang dihadapi itu masih sama dengan masalah yang
biasa terjadi di dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya. Namun disini Pandemi

covid-19 menjadi kendala utama pilkada serentak tahun 2020 yang mana penerapan

protokol kesehatg penyelenggara pemilihan

lebih bg / ‘ ““““ .ea gara pemilihan

garakan pemilihan

kepala daerahwse 202 ! iKot@ di masa pandemi

data dan informasi
menambahk : hé amepenyelenggaraan Pilkada

serentak di ta 0.di Kahlp Li i 3 anggarkan khusus
‘ gangg

plastik, masker kain, plastic pembungkUs serta sarung tangan lateks. Hal ini membuat
Pilkada menjadi pemilihan umum yang berbiaya mahal karena pengadaan Alat
Pelindung Diri (APD) dan alat bantu di TPS yang harus memenuhi standar protokol

kesehatan covid-19, demi terciptanya keselamatan dan keselamatan dan kenyamanan
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petugas dan masyarakat pada saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah ini.

(Ledyana).

2. Berubahnya pola sosialisasi dan adanya pembatasan ruang gerak dalam

berdasarkan protocol kesehatan. Berubahnya pola sosialisasi dengan menggunakan
metode luring ke daring itu memerlukan adaptasi dan dianggap kurang efektif.
Banyaknya kegiatan sosialisasi yang dibatalkan karena pandemi covid-19, salah
satunya adalah KPU Goes To School, yang mana kegiatan ini merupakan metode

yang digunakan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan
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partisipasi dari kalangan pemilih pemula. Dengan kegiatan ini diharapkan
meningkatkan pemahaman pemilihan pemula akan pentingnya pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah. Kegiatan KPU Goes To School ini rencananya akan dilaksanakan

sebanyak 4 kali ' n Covid-19 kegiatan ini

dilaksag | . ‘ ‘“n““ .?a aaksimal hanya

aktivitas pillka i 2 a atkan masa. Hal ini
merupakan tantas S5 = angka r Q a serentak tahun 2020
di tengah Jagaran mengenai
penegakan Berlu disadari bahwa
dalam pelaks

antar calon, na

menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Daerah yang terisolir
mengalami kendala saat kedatangan logistic yang tidak sesuai jadwal dan jumlahnya

tidak mencukupi terkhusus untuk Alat Pelindung Diri (APD).
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4. Infrastruktur jaringan internet yang berbeda-beda di setiap daerah
Internet salah satu pusat informasi yang dapat diakses tanpa dibatasi

dimanapun dan kapan saja. Beredarnya pandemi covid-19, aktivitas apapun dilakukan

secara online ja ailai sangat memberikan

SNy anwat® %

internet yang

e@ enyelenggaraan
fol

pemilihan ﬁ karena kegiatan
dilakukan iasi daerah yang

ormasi dan materi

LY

lam hal pemilihan

tidak mendapati

L T

terpencil lambat untuk menyelesaikan distribusi dan arus balik.
Kurangnya sarana dan prasarana bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini
tentunya akan menyebabkan terjadinya keterlambatan sehingga memakan waktu yang

cukup lama.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

dengan sendirinya

Qa‘ ‘1'#* ¥an APD Covid-19. Di masa
pandemi ini  juga K “ ima Puluh Kota membuat berbagai
kebijakan dan keputusan dalam tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala

daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi

Covid-19 yakni bertambahnya anggaran dalam menyelenggarakan pilkada
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serentak khususnya dalam anggaran APD, berubahnya pola sosialisasi
dengan menggunakan metode luring ke daring dan jumlah pertemuan

dibatasi, faktor cuaca dan letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota,

daerah serta kurangnya

0 a-1IE ‘
R‘-h\-“ .a dilakukan oleh

Adapun Yag apat disa am pe i s ebagai berikut:
1. Hen ~ " at kebijakan yang

angan yang berlaku
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

.:m! 2015 Tentang
Nomor 1 Tahun
enjadi Undang-

Peraturan ha - : tang Pelaksanaan
3 ! akil Bupati, Dan/
an Dalam Kondisi

26. 2011

https://limapuluhkotakab.go.id/Ipk-profil-daerah/geoqgrafis

https://limapuluhkotakab.qo.id/lpk-profil-daerah/penduduk
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LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
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masa pandemi CoVid-197----- - T oo e e e

. Bagaimana penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan yang ada di

Kabupaten Lima Puluh Kota?------=-=-==mmm e oo

. Apa kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi covid-19?---------------
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Informasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)
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(Wawancara dengan Ibu Eka Ledya

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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etua Divisi Hukum dan Pengawasan
ima Puluh Kota)
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